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 Skripsi ini adalah studi tentang kriminologi tindak pidana kekerasan suami 
terhadap isteri. Pokok permasalahan adalah bagaimana kajian kriminologi tindak 
pidana kekerasan suami terhadap istri, dalam hal ini adalah menurut hukum Islam 
maupun hukum positif. Masalah ini dilihat dengan pendekatan syar’i, yuridis dan 
sosiologis serta dibahas dengan metode deduktif dan induktif. 
Kekerasan suami terhadap isteri di dalam kajian hukum, baik dalam hukum 
positif, maupun hukum Islam di pandang sebagai tindak pidana (jarimah). Adapun 
bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap isteri, dari sudut pandang 
hukum positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.  Bentuk-bentuk tersebut meliputi 
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. 
Sementara dalam hukum Islam, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 
khususnya kekerasan suami terhadap isteri memiliki bentuk yang sama dengan apa 
yang dijabarkan dalam hukum positif, hanya saja ruang lingkup kekerasan suami 
terhadap isteri dalam hukum Islam lebih luas cakupannya dibanding hukum positif. 
Adapun dampak tindak pidana kekerasan, terutama bagi korban adalah 
goncangan jiwa atau mengalami gangguan psikologis. Tidak hanya pada korban 
tindak kekerasan, dampak tersebut juga dirasakan oleh anggota rumah tangga yang 
lainnya, khususnya anak-anak. Kekerasan yang disaksikan oleh anak yang masih 
kecil akan cenderung ditiru dan insiden yang keseringan seperti itu terjadi akan 
mempengaruhi psikologis anak. Anak-anak berpotensi besar berkarakter tempramen 
pula. Selain dampak pada internal rumah tangga itu sendiri, kekerasan rumah tangga 
khususnya kekerasan suami terhadap isteri dapat pula berdampak dalam kehidupan 
sosial. Yakni akan memicu pertengkaran kedua keluarga besar, antara keluarga besar 
suami dan keluarga besar isteri. 
Adapun yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan itu, dalam pandangan 
hukum positif salah satunya adalah budaya patriarki dan adanya pandangan 
masyarakat bahwa isteri adalah hak milik suami. Olehnya itu suami berhak penuh 
atas diri isteri dan dapat memperlakukan isteri dengan cara apa pun. Dalam 
pandangan Islam hal ini terjadi karena tidak adanya ketakwaan pada individu-
individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan 
karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk 






A.  Latar Belakang Masalah 
Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk 
perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini 
dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, 
penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita 
jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yangn berbunyi 
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan”.1 
Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun 
terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan 
terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya, menyudutkan bahwa 
laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki 
bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara 
perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam 
hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan 
                                            
1 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dala Perspektif yuridis-





perempuan tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa 
mendapatkan angin untuk menguasai istrinya. 
Sekalipun kaum wanita menurut statusnya yang benar mereka itu termasuk 
orang-orang yang merdeka tetapi kenyataannya mereka itu seperti budak sahaya, 
yaitu seperti orang-orang yang sudah kehilangan status kemerdekaannya, karena bisa 
diperjual belikan oleh kaum pria.2 Terdapat banyak instrument hukum yang melarang 
terjadinya praktik kekerasan terhadap perempuan, termasuk instumen hukum 
internasional. Namun  seolah-olah hampir tidak ada kolerasi antara hadirnya hukum 
dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus berlangsung. Seksualitas 
perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan 
kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan 
mengalami tindak kekerasan didalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat 
dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah justru orang yang dicintai serta dipercayai 
untuk menjaganya: Ayah, Suami, Paman, Kerabat dan orang-orang yang ada di dalam 
sendiri. Dalam hal terjadinya kekerasan oleh pelaku tersebut, ternyata bahwa 
hubungan cinta dan kepercayaan itu seringkali merupakan mitos saja. Laporan yang 
datang dari berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
terjadi disegala lapisan msayarakat. Pelaku dan korban berasal dari berbagai suku 
bangsa, ras, agama, kelas sosial, dan tingkat pendidikan yang manapun. Untuk 
konteks Indonesia, dimilikinya undang-undang penghapusan kekerasan dalam  rumah 
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tangga ( UUP KDRT ) Nomor  23/2004 dapat di harapkan sebagai babak permulaan 
yang yang baik bagi upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. 3 
Hal ini digambarkan dalam firman Allah An-Nisaa’ Ayat 1 : 
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Terjemahnya: 
 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan Mengawasi kamu”.4 
 Ayat ini berisi perintah kepada umat manusia agar bertakwa dalam arti 
mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. 
Selain itu, ayat ini juga memerintahkan manusia agar memelihara hubungan 
silaturrahim. Ini berarti bahwa Allah SWT sangat membenci perbuatan sebaliknya, 
yakni memutuskan tali silaturrahim dengan cara apapun, termasuk dengan cara 
                                            
 3 Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Bersprektif Kesetaraan 
dan Keadilan (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2006 ), h. 311-312. 
4 Departemen Agama Republik Indonesia. Al_ Qur’an dan Terjemahnya (Semarang : Balai 





berbuat kekerasan, baik antara individu dengan individu yang lain, maupun dengan 
sesama anggota keluarga. 
 Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan 
kekerasan dalam rumah tangga (domestic violance) adalah salah satu bentuk 
kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan 
domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan 
jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan 
secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan 
atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan 
umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemahnya sistem hukum yang berlaku di 
masyarakat merupakan faktor penyebab penganiayaan terhadap istri. 
Hukum dapat mempengaruhi perempuan, khususnya hukum perkawinan dan 
perceraian, perwalian anak, tanah dan pekerjaan. Hukum adat di suatu daerah sangat 
sering merupakan kekuatan menekan yang dahsyat bagi perempuan. Dalam sistem 
hukum adat munurut Julia Cleus Mosse (1996), perempuan paling didiskriminasi 
karena hukum adat berurusan dengan hal-hal seperti hubungan keluarga, perkawinan, 
perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan 
perempuan. 
Kekerasan terhadap istri selama ini tak pernah didefinisikan sebagai persoalan 
sosial. Akibatnya mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan 
suaminya. Apalagi selubung harmoni keluarga telah mengaburkan soal kekerasan 





yang menyakitkan dan menimbulkan efek ( dampak ). Namun, Kebanyakan orang 
hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, 
dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku ofresif ( menekan ) lain yang 
bentuknya tidak berupa fisik menjadi tidak “dihitung” sebagai suatu bentuk 
kekerasan. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal 
maupun non verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, terhadap 
seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negative, 
secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.5 Dan 
tindakan tersebut dilakukan dengan cara melanggar apa yang diperintahkan oleh 
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Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.6 
 
                                            
 5 Elli Nur hayati,  Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling 
Berwawasan Gender (Cet. 1 ; Yogyakarta : Rifka Annisa, 2000),.h. 27-28.  
 6 Depertemen Agama Republik Indonesia. Al Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Balai Pustaka, 





Dan Firman Allah Q.S Al – Hujurat ayat 13 : 
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Terjemahnya: 
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”7 
Jika diperhatikan kedua ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa antara ayat 
yang satu dengan yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam Q.S At-
Tahriim ayat 6, Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar memelihara 
keluarganya dari siksa api neraka. Tanggug jawab ini tentunya mencakup seluruh 
anggota keluarga, terutama suami yang berposisi sebagai kepala keluarga. Lebih 
jelasnya ayat ini menegaskan bahwa manusia (khususnya dalam rumah tangga), agar 
saling menolong dan memperingatkan (mendidik). Artinya bahwa jika yang lain 
berbuat khilaf dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka 
kewajiban yang lain pula untuk menasehati dan mendidiknya. Sementara dalam surat 
al-Hujurat ayat 13 Allah SWT menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang 
sama. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptkan dengan proses yang 
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sama serta manusia di tuntut untuk saling mengenal. Mengenal berarti saling 
memahami dan saling menyayangi. 
Jika dicermati kedua ayat tersebut memiliki kesamaan maksud, yakni  
menuntun manusia agar menghindari prilaku atau tindakan kekerasan, terutama 
dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini karena bagi anak, lembaga pendidikan yang 
pertama kali dilaluinya adalah keluarga (rumah tangga). Menurut Abdullah Nashih 
Ulwan, hal ini karena orang tua adalah contoh terbaik dan terdekat dalam pandangan 
anak, yang akan ditirunya dalam tindak-tanduknya dan tata santunnya, disadari 
ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran orangtua 
tersebut, baik dalam ucapan atau perbuatan, baik material atau spiritual, diketahui 
atau tidak diketahui.8 
Betapapun suci dan bersihnya fitrah manusia, betapapun baiknya suatu sistem 
pendidikan tidak akan mampu mencetak/ membentuk generasi yang baik, tanpa 
adanya keteladanan dari sang pendidik (orangtua). Anak akan tumbuh dalam 
kebaikan, memiliki kemuliaan akhlak, jika kedua orang tuanya memberikan teladan 
yang baik, demikian pula sebaliknya, ia akan tumbuh dalam kesesatan, berjalan 
dalam kekufuran dan kemaksiatan, jika ia melihat kedua orang tuanya memeberikan 
teladan yang buruk. Tidak mungkin sang anak belajar amanah, kemuliaan, sopan 
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santun, kasih sayang dan sebagainya, jika kedua orang tua memiliki sifat yang 
berlawanan seperti dusta, kasar, suka mencela, pun sebaliknya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dari 
skripsi ini adalah bagaimana kajian kriminologi tindak pidana kekerasan suami 
terhadap istri? 
Dari masalah pokok tersebut maka masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap istri? 
2. Bagaimana dampak tindak pidana kekerasan suami terhadap istri? 
C. Hipotesis 
Hipotesis adalah pernyataan tentang yang merupakan dugaan atau terkaan 
tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya.9  
Dengan demikian, berdasarkan permasalahan di atas maka penulis 
mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 
1. Adapun bentuk dari tindak pidana kekerasan suami terhadap istri ialah 
pemukulan yang di lakukan suami terhadap istri (kekerasan fisik), 
sehingga istri mengalami luka-luka di bagian tubuh, rasa sakit, 
kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. 
                                            





2.  Dampak dari tindak pidana kekerasan suami terhadap istri yakni, 
terjadinya gonjangan psikologis, timbul  rasa tidak nyaman, sehingga 
menyebabkan  trauma yang membuat istri takut untuk bertemu dengan 
suami. 
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup 
Skripsi ini berjudul “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Suami 
Terhadap Istri ( Studi Tentang Konsep Pidana Islam )”.  
     Agar tidak terjadi ambiguitas dalam memahami judul skripsi ini, maka 
penulis akan memberikan pengertian tentang judul tersebut. Adapun item-item judul 
tersebut adalah: 
“Kajian” berasal dari kata Kaji yang berarti pelajaran.10 
“Kriminalogi”, menurut kamus hukum adalah suatu ilmu yang membahas dan 
mempelajari tentang kejahatan.11 
“Tindak pidana” ( Hukum Pidana ) adalah sebagian dari pada keseluruhan 
hukum yang  berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, 
yang di larang, dengan di sertai ancaman atau sangsi ( sic ) yang berupa 
pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
                                            
10 Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Cet. 1. Jakarta : 
Balai   Pustaka,  2001), h. 676. 
 11 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition (Cet. I; 





2. Menentukan kapan dan dalam hal –hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan – larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana 
sebagaimana yang di ancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di 
laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan 
tersebut.12   
“Kekerasan” Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah,  perihal (yang 
bersifat berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau 
barang orang lain, paksaan.13 
“Suami” Pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.14 
“Istri” adalah wanita yang telah nikah atau yang bersuami.15 
Dari penjabaran diatas, maka penulis menyimpulkan terkait pengertian judul 
skripsi ini adalah pandangan hukum pidana Islam, terkait kekerasan yang dilakukan 
oleh suami terhadap isteri. Ruang lingkup yang diuraikan penulis adalah memberikan 
gambaran tentang tindak pidana kekerasan suami terhadap istri,dimana kekerasan 
tersebut dapat berdampak perceraian dan goncangan psikologis terhadap istri. 
Penyimpangan dan kerugian yang dirasakan oleh seorang istri bahkan suami juga 
                                            
 12 Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana (Cet. III ; Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 4-5. 
13 Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., h, 677. 
        14 Ibid., h, 860. 





dapat merasakan kerugian tersebut karena dapat kehilangan kehormatan dimata 
masyarakat. 
Dalam upaya menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga maka 
diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum Islam tentang 
kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kekerasan 
suami terhadap istri. 
E. Tinjauan Pustaka 
Mengenai pokok masalah yang penulis angkat mempunyai relevansi dengan 
sejumlah teori yang ada dalam berbagai literature ilmiah. Dalam berbagai buku 
banyak teori yang di dapat untuk lebih mudah di jadikan sebagai rujukan dalam 
menyusun skripsi ini. Penulis menelaah lewat bahan – bahan bacaan berupa buku, 
majalah dan berbagai buku yang erat kaitannya dalam masalah pokok pembahasan 
draf skripsi ini. 
Di antara buku-buku yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini 
adalah sebagai berkut : 
1. Moerti Hadiati Soeroso, dalam bukunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
perspektif yuridis-viktimologis membahas tentang tindak kekerasan 
terhadap perempuan merupakan masalah bersama oleh karena itu 
masyarakat dan juga Negara perlu didasarkan, didesak, dituntut dan 
diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan.16 
                                            





2. Tapi Omas Ihromi, dkk . dalam bukunya penghapusan diskriminasi 
terhadap wanita membahas tentang  Kekerasan terhadap fisik dan psikis 
yang terjadi antara sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada di 
muka bumi. Hal itu terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap 
berlangsung di masa mendatang. 
Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan 
suatu rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap 
sesama dewasa ( suami-istri-pembantu rumah tangga ), dan orang dewasa 
dengan anak, (dalam orangtua terhadap anak dan sebaliknya ).17 
3. Menurut Kamil Al-Hayali dalam bukunya solusi islam dalam konflik 
rumah tangga Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan 
salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat 
itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai 
kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Tak selamanya 
keharmonisan akan selalu menjadi warna yang menghiasi hari-hari yang 
dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang konflik bisa saja terjadi bahkan 
bisa berbuntut kepada perceraian.18 
4. Menurut Elli Nurhayati dalam bukunya yang berjudul Panduan Untuk 
Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, korban akan mengalami 
                                            
        17 Tapi Omas, Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Cet. II; Bandung: PT. Alumni,  2006)., h. 263. 
18 Kamil Al-Hayali, Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Jakarta, PT. RajaGrafindo 





dampak jangka pendek (Short term effect) dan dampak jangka panjang 
(Long term Effect). Keduanya merupakan proses adaptasi yang normal 
(Wajar) setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Dampak jangka 
pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian, 
dampak jangka panjang dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak 
mendapat penanganan dan bantuan (Konseling psikologis).19 
5. Undang – undang RI 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga.20 
F. Metode  Penelitian 
Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai 
berikut : 
1. jenis penelitian  
a. Eksploratif, penelitian dapat bertujuan untuk memperdalam 
pengetahuan mengenai suatu gejalah tertentu,atau untuk mendapatkan 
ide-ide baru mengenai suatu gejalah itu.21 
b. Eksplonatif, penelitian ini bertujuan menguji hipotesis-hipotesis 
tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel 
yang di teliti.22 
                                            
19 Elli Nur Hayati, Op. Cit., h. 45.   
20 Redaksi Sinar Grafika, Undang–Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga : 
Undang-Undang RI No. 23 Th. 2004 (Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2007 ), h. 2. 
 21 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Cet. 2 ; Jakarta : PT 
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25. 





2. Jenis pendekatan. 
Teknik pendekatan yang di gunakan dalam penulisan proposal ini adalah : 
a. Pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang berdasarkan hukum. 
b. Pendekatan syar’i, yakni pendekatan dengan memeperhatikan 
ketentuan syari’at Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadist 
c. Pendekatan sosiologis, yakni pendekatan berdasarkan masalah yang 
terjadi dalam masyarakat terkait persoalan kekerasan rumah tangga. 
3. Pengumpulan Data 
a. Jenis data  
Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam 
proposal ini adalah jenis data kuantitatif digunakan untuk mendapat 
data yang mendalam,suatu data yang mengandung makna. 
b. Sumber data  
Dalam metode penulisan ini menggunakan metode Library Research, 
yaitu yang mengadakan penelitian terhadap sejumlah literature bahan 
pustaka dengan melakukan penelusuran data-data yang bersifat 
teoritis. Dalam mempelajari literetur, penulis juga mengambil dan 
mempelajari tulisan serta artikel baik perorangan maupun 
kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi yang 
terkait dengan investasi syari’ah di pasar modal Indonesia. 





1. Kutipan langsung, kutipan yang terdiri dari kutipan langsung pendek dan 
kutipan panjang, kutipan langsung pendek adalah kutipan yang harus 
persis sama dengan aslinya dan ini biasanya untuk mengutip rumus, 
peraturan, puisi, definisi, pernyataan ilmiah dan lain-lain. Kutipan 
langsung pendek ini adalah kutipan yang panjangnya melebihi tiga baris 
ketikan. Kutipan ini cukup dimasukkan ke dalam teks dengan memberi 
tanda petik diantara kutipan tersebut.sedangkan kutipan panjang langsung 
adalah kutipan yang panjangnya melebihi tiga baris ketikan dan kutipan 
harus diberi tempat tersendiri dalam alinea baru.23   
2. Kutipan tidak langsung, merupakan kutipan yang tidak persis sama 
dengan sumber aslinya. Kutipan ini merupakan ringkasan atau pokok-
pokok yang disusun menurut jalan pikiran pengutip. 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode yaitu : 
1. Metode deduktif, metode yang di gunakan dalam berfikir dengan bertolak 
dari khusus ke umum. 
2. Metode induktif, metode yang digunaka dalam berfikir dengan bertolak 
dari umum ke khusus 
G. Tujuan dan kegunaan  
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
                                            
     23 Lihat. A. Qadir Gassing dan Wahyudin Halim, ed., Pedoman Penulisan Karya Tulis 





a. Untuk mengetahui konsep kriminologi dalam pidana Islam tehadap 
tindak pidana kekerasan suami terhadap istri. 
b. Untuk mengetahui dampak dari tindak pidana kekerasan suami 
terhadap istri. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang dapat penulis kemukakan dalam penyusunan 
skripsi ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk 
mengetahui dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana 
kekerasan suami terhadap istri (Studi tentang Konsep Pidana Islam dan 
Pidana Positif), sehingga masyarakat dapat menentukan sikap serta turut 
berperan bersama untuk menanggulanginya. 
H. Garis – Garis Besar Isi Skripsi 
Secara sistematis penyusun skripsi ini dapat di kelompokkan menjadi ( V ) 
bab dengan sub –subnya, adalah perinciannya adalah : 
Bab I, Menguraikan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, batasan 
dan rumusan masalah, defenisi operasional dan ruang lingkup, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis – garis besar isi skripsi. 
Bab II, Membahas tentang tinjauan kriminologi kekerasan suami terhadap istri 
dengan subnya, adalah pengertian tindak kekerasan suami terhadap isteri di sertai 
sanksi dan penerapan hukumannya dalam hukum pidana. 
Bab III, Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi 





faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap isteri, 
dampak yang timbul dari kekerasan suami terhadap istri. 
Bab IV, Tindak pidana kekerasan suami terhadap istri di tinjau dari hukum 
islam dengan sub babnya antara lain, pandangan hukum islam terhadap kasus 
kekerasan suami terhadap isteri, Ruang lingkup tindak pidana kekerasan suami 
terhadap istri menurut Hukum Islam. 
Bab V, Bab penutup yang merupakan kesimpulan terhadap pembahasannya 
sebelumnya dan di akhiri dengan saran – saran sebagai salah satu kelengkapan dari 
penyusunan skripsi ini. 
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BAB II 
TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SUAMI 
TERHADAP ISTERI 
 
A. Pengertian Tindak Kekerasan Suami terhadap Isteri 
Istilah kekerasan pada dasarnya bukan lagi hal yang tabu ditelinga masyarakat 
umum, bahkan kata-kata kekerasan selalu hadir dalam pergaulan sehari-hari ditengah 
kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, bukan berarti semua masyarakat paham 
dengan arti kekerasan dan tepat dalam memahami makna kekerasan. Olehnya itu 
terkait masalah itu, penulis akan memaparkan pengertian kekerasan tersebut dalam 
perspektif hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan adalah  perihal 
(yang bersifat berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau 
barang orang lain, paksaan.1 Dalam kajian hukum, istilah kekerasan juga identik 
dengan  kejahatan berupa penganiayaan. Penulis menyimpulkan seperti ini karena 
berdasarkan pengertian kekerasan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang 
mengakibatkan cedera, mati atau mengakibatkan kerusakan fisik maupun barang. 
                                                           
1 Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. I; 
Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h, 677. Lihat juga M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum: Dictionary 
of Law Complete Edition (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 343. 
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Dalam KUHP, kekerasan ini dirumuskan dalam pasal 89 yang berbunyi 
“membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan”.2 Sehubungan dengan redaksi KUHP pasal 89 ini, Rika Saraswati 
memberikan penjelasan tentang pingsan, yakni hilang ingatan atau tidak sadar akan 
dirinya, sedangka tidak berdaya diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang 
terjadi pada dirinya.3 Jika dicermati pengertian kekerasan, maka kekerasan hanya 
dipahami sebagai sebuah perbuatan yang berhubungan dengan fisik orang lain tanpa 
memasukkan hal-hal yang bersifat psikis. Tentunya ini jika dipandang dalam ruang 
lingkup keluarga, maka selama seseorang melakukan tindak kekerasan yang tidak 
menyentuh aspek fisik, maka tidak akan digolongkan sebagai tindak kekerasan dan 
tidak akan mendapatkan sanksi hukum. 
Sehubungan dengan tindak kekerasan ini, penulis memberikan pengertian 
secara spesifik tentang kekerasan, yakni di dalam ruang lingkup rumah tangga 
(kekerasan suami terhadap istri) yang merupakan ruang lingkup kajian karya tulis ini. 
Sebab inilah yang menjadi kajian utama penulis dalam karya ini. Di dalam Undang-
Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 
kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1), yakni setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 
                                                           
2 Lihat. Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata 
(KUHP, KUHAP, dan KUHPdt) (Cet. IV; Jakarta: Visimedia, 2010), h. 25. 
3 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cet. II; 
Bandung: PT Citra Aditya Bahti, 2009), h. 13. 
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kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.4 
Dari bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dapatlah 
dipahami bahwa kekerasan tidak hanya menyangkut perbuatan yang berhubungan 
dengan aspek fisik, melainkan juga psikologis. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, 
maka penulis menyimpulkan bahwa tindak kekerasan suami terhadap isteri adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (dalam hal ini adalah suami) kepada 
seseorang/beberapa orang (isteri) yang mengakibatkan terjadinya cedera, mati, 
kerusakan fisik, kelainan pada seksual dan gangguan jiwa pada korbannya (psikis). 
Jenis-jenis kekerasan seperti ini di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 
dirumuskan dalam pasal 5. 
Adapun yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut undang-undang 
tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat 
(pasal 6). Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Lain halnya 
dengan kekerasan seksual, dalam undang-undang ini kekerasan seksual meliputi 
pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga, kekerasan seksual juga berupa 
                                                           
4 Lihat. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (UU RI No. 23 Th. 2004) (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 4. 
21 
 
pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (pasal 8). 
Selain bentuk kekerasan diatas, kekerasan yang dirumuskan dalam undang-
undang tersebut adalah penelantaran rumah tangga. Sementara kita ketahui bahwa 
setiap kepala rumah tangga. Dalam hal ini suami wajib menafkahi keluarganya. 
Perbuatan yang dapat mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah 
sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut juga dianggap melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga. Dalam poin terakhir ini umumnya dirasakan oleh 
seorang isteri, karena pada dasarnya banyak laki-laki (suami) yang melarang isterinya 
untuk beraktifitas di luar rumah, sehingga dengan demikian isteri lebih cenderung 
dikendalikan suami karena tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. 
B. Sanksi dan Penerapan Hukumannya dalam Hukum Pidana 
Setiap perbuatan yang melawan hukum, dalam dunia hukum tentu dibarengi 
dengan sanksi pidana. Di dalam hukum dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut 
tentunya harus dikaitkan dengan sumber hukum yang menjadi acuan dalam 
pemberian sanksi. Terkait masalah dasar atau sumber acuan dalam penjatuhan sanksi, 
hukum pidana positif terbagi atas dua macam, yakni tindak pidana umum dan tindak 
pidana khusus. Tindak pidana umum adalah adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III 
KUHP). Sementara, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat 
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di luar kodifikasi tersebut.5 Dalam hal ini termasuk undang-undang No. 23 tahun 
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 
Terkait masalah tindak kekerasan sebagaimana yang penulis kemukakan 
diatas, dalam istilah hukum pidana positif identik dengan penganiayaan. Ini 
dirumuskan di dalam KUHP pasal 89 yang berbunyi “membuat orang jadi pingsan 
atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Di dalam hukum 
positif (KUHP) penganiayaan tersebut dibagi atas beberapa macam, yakni:6 
1. Penganiayaan biasa (351); 
2. Penganiayaan ringan (352); 
3. Penganiayaan berencana (353); 
4. Penganiayaan berat (354); 
5. Penganiayaan berat berencana (355); 
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang tertentu yang 
berkualitas (356). 
Penganiayaan tersebut jika dilihat dari sudut pandang akibat yang terjadi pada 
korban secara garis besar terdiri atas dua macam, yakni penganiayaan berat dan 
penganiayaan ringan. Adapun mengenai penganiayaan berat ini dirumuskan di dalam 
KUHP pasal 354 yang berbunyi: 
                                                           
5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 131. 
Lihat juga. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 
2008), h. 13. 
6 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan nyawa (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2010), h. 7-8. 
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1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun. 
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 
Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan berat ini sebagaimana redaksi pasal 
diatas adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan luka berat. Hal ini diatur lebih 
jelas di dalam KUHP pasal 90. Menurut KUHP pasal 90 ini, luka berat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh 
secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
2. Untuk selama-lamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan yang merupakan mata pencahrian; 
3. Kehilangan salah satu pancaindera; 
4. Mendapat cacat berat; 
5. Menderita sakit lumpuh; 
6. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; 
7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan. 
Lain halnya dengan penganiayaan berat, menegenai penganiayaan ringan 
diatur dalam KUHP pasal 352 yang berbunyi sebagai berikut: 
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1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 
pekerjaan, diancam karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara 
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
puluh rupiah. 
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu 
terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya; 
2. Percobaan untuk melakukakan kejahatan ini tidak dipidana. 
Dari rumusan ayat diatas, khususnya ayat 1 terdapat dua ketentuan, yakni 
mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan dan pemberat 
pidana pada penganiayaan ringan. Adapun batasan penganiayaan ringan adalah 
penganiayaan yang bukan berupa penganiayaan berencana (pasal 353) dan bukan 
penganiayaan yang dilakukan: 
1. Terhadap Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya; 
2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan 
tugasnya yang sah; 
3. Dengan memasukkkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan 
untuk dimakan atau diminum (356); 
Selain itu, batasan penganiayaan ringan adalah tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Yang dimaksudkan 
dengan tidak menimbulkan penyakit terkait, menurut Adami Chazawi adalah 
perbuatan pelaku tersebut tidak mendatangkan penyakit fisik, atau tidak 
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mengakibatkan terganggunya fungsi dalam organ tubuh manusia. Olehnya itu, 
mendatangkan penyakit (sakit) diartikan sebagai timbulnya gangguan pada fungsi 
dalam organ tubuh manusia.7 Menjalankan pekerjaan jabatan dalam pasal ini 
mengandung makna pekerjaan-pekerjaan seorang pegawai negeri, dalam arti bahwa 
tindakan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya 
sebagai pegawai. Sedangkan yang dimaksud dengan menjankan pencaharian adalah 
melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas secara terbatas dan tertentu.8 
Mencermati jenis penganiayaan diatas, baik penganiayaan berat maupun 
penganiayaan ringan, keduanya bisa saja terjadi dalam ruang lingkup keluarga. 
Dalam hal ini adalah kekerasan suami terhadap isteri. Jika penganiayaan/kekerasan 
tersebut mengakibatkan luka berat sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP pasal 
354, maka pelaku akan dijatuhkan hukuman delapan tahun ditambah pemberat 
pidana, yakni sepertiga dari anacaman pidana pada pasal 354 tersebut. Hal ini diatur 
di dalam  KUHP pasal 356 yang berbunyi sebagai berikut:  
Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah 
dengan sepertiga: 
1.  Jika kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya 
atau anaknya; 
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah; 
                                                           
7 Ibid., h. 25. 
8 Ibid., h. 25-26. 
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3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
Berdasarkan pasal 356 diatas, maka penganiayaan yang dilakukan oleh 
seorang suami yang mengakibatkan luka berat terhadap isterinya dipidana penjara 
selama delapan tahun ditambah sepertiga dari pidana tersebut (8 tahun + 1/3 dari 8 
tahun). Sementara jika penganiayaan atau kekerasan tersebut mengakibatkan 
kematian bagi korbannya (isteri), maka diancam pidana penjara selama sepuluh tahun 
ditambah sepertiga dari pidana tersebut (10 tahun + 1/3 dari 10 tahun). 
Adapun penganiayaan ringan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap 
isterinya berdasarkan penjabaran KUHP tersebut diatas hanya dikenakan pidana 
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 
Mencermati penjabaran tentang penganiayaan/kekerasan dalam KUHP 
tersebut diatas, maka dapat disimpulkan penganiayaan/kekerasan yang diatur dalam 
KUHP terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga hanya menyentuh kekerasan 
dari perspektif fisik. Olehnya itu, KUHP sebagai sumber hukum materiil dari hukum 
pidana tidak mengakomodir semua kekerasan dalam rumah tangga. Sebab 
sebagaimana di pahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya 
menyentuh aspek fisik, melainkan juga aspek psikis, seksual, maupun penelantaran 
seorang suami terhadap keluarganya serta kekerasan ekonomi. Meskipun KUHP tidak 
secara eksplisit mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tetapi setidaknya dapat 
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digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara 
pidana di pengadilan. 
Terkait masalah tersebut diatas, maka kekerasan dalam rumah tangga selain 
diatur secara umum di dalam KUHP, juga diatur secara khusus di dalam undang-
undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 
Dengan demikian masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan pidana khusus 
di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut, 
terdapat larangan yang sangat tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan 
seksual dan penelantaran rumah tangga. 
Adapun yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam 
undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit atau luka berat. Terkait kekerasan seperti ini di dalam ruang lingkup 
keluarga (kekerasan suami terhadap isteri) dikenai sanksi pidana penjara paling lama 
lima (5) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.9 Jika korban dalam hal 
ini isteri mendapat jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku (suami) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) atau denda paling banyak Rp 
30.000.000,00.10 Jika perbuatan suami tersebut ternyata mengakibatkan matinya istri 
(korban), maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun atau 
denda paling banyak Rp 45.000.000,00. Sedangkan, jika perbuatan tersebut tidak 
                                                           
9 Lihat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2004. 
10 Lihat pasal 44 ayat (2). 
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menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00. 
Sedangkan kekerasan psikis menurut undang-undang No 23 tahun 2004 
tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan 
psikis berat pada seseorang. Terkait masalah kekerasan psikis ini yang terjadi di 
dalam kehidupan rumah tangga, yakni kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami 
terhadap isteri atau sebaliknya, maka di dalam undang-undang No 23 tahun 2004 
penjatuhan sanksi pidananya di atur dalam pasal 45 ayat (2). Adapun sanksi pidana 
bagi pelaku yang melakukan kekerasan psikis ini adalah dipidana dengan pidana 
penjara paling lama empat bulaln atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00. 
Terkait masalah kekerasan seksual, dalam hukum pidana positif, khususnya di 
dalam KUHP tidak dimuat secara gamblang. Apalagi terkait masalah kekerasan 
dalam rumah tangga. Kalaupun ada kekerasan seksual yang dimuat oleh KUHP 
menyangkut kekerasan seksual secara umum, baik yang dilakukan oleh orang 
(pelaku) yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, atau pun yang 
berhubungan keluarga dengan pelaku. Di dalam undang-undang No 23 tahun 2004 
kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini termasuk perbuatan 
suami dalam memaksa seorang isterinya untuk berhubungan seksual, baik dengan 
dirinya, maupun dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
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Adapun sanksi pidana bagi seorang suami yang melakukan tindak kekerasan 
seksual terhadap isterinya adalah dipidana penjara selama 12 (dua belas) tahun atau 
denda Rp 56.000.000,00. Hal ini sesuai dengan redaksi pasal 46 bahwa setiap orang 
yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga, maka dipidina penjara selama 12 tahun atau denda Rp 
56.000.000,00. Dalam rumusan pasal ini, maka termasuk perbuatan seorang suami 
yang melakukan kekerasan seksual terhadap isterinya diancam pidana sebagaimana 
tersebut diatas. Dan apabila kekerasan seksual itu berupa pemaksaan orang yang 
menetap dalam rumah tangganya (termasuk isteri) untuk melakukan hubungan 
seksual dengan orang lain dengan tujuan komerseial dan/atau tujuan tertentu, maka 
dipidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00. 
Kekerasan selanjutnya mengenai penelantaran rumah tangga. Peristiwa 
semacam ini umumnya dilakukan oleh seorang suami. Kekerasan seperti ini terjadi 
jika seorang suami tidak memberikan kehidupan (nafkah), perawatan, atau 
pemeliharaan kepada anggota keluarganya.11 Kita ketahui bersama bahwa seorang 
suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi 
keluarganya, baik anak-anak maupun isterinya. Terkait masalah nafkah suami ini, 
menurut hemat penulis meliputi nafkah lahir maupun batin. Sebab di dalam undang-
                                                           
11 Hal ini dirumuskan di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004. 
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undang pokok perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban 
dalam memenuhi nafkah batin maupun nafkah lahir.  Jika hal ini tidak dilakukan oleh 
suami dengan sengaja, dalam arti menelantarkan anggota keluarganya, maka bagi 
suami (pelaku) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp 15.000.000,00.12 
Selain kekerasan yang disebutkan diatas, kekerasan yang sangat jauh berbeda 
antara kekerasan yang dirumuskan dalam KUHP dengan Undang-undang No 23 
tahun 2004 adalah masalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi menyangkut 
adanya kesengajaan seorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar 
rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dalam posisinya 
dengan kekerasan suami terhadap isteri adalah suami melarang isterinya untuk 
bekerja, sementara sang suami bekerja di luar dengan demikian maka isteri 
tergantung kepada suami secara ekonomi. Karena isteri tidak punya penghasilan 
sedikit pun, sehingga isteri dalam memenuhi kebutuhannya menggantungkannya 
pada suami. Dalam kondisi seperti ini, isteri akan mengikut saja kepada suami, 
meskipun mungkin tindakan suami menyakitkan dia. Jika dia memilih untuk berpisah 
dengan suami, maka tidak mungkin dia dapat menghidupi dirinya, karena dia tidak 
punya pekerjaan atau pengahsilan sendiri. 
                                                           
12 Lihat pasal 49 Undang-undang No 23 tahun 2004. 
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Kekerasan ekonomi seperti ini di dalam undang-undang No 23 tahun 2004 
diatur di dalam pasal 9 ayat (2). Adapun mengenai sanksi pidananya diatur dalam 
pasal 49 (a) yang disamakan dengan sanksi pidana bagi seorang yang menelantarkan 
orang dalam lingkup rumah tangganya. Yakni dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. 
Selain beberapa sanksi pidan yang disebutkan diatas, hakim juga dapat 
menjatuhkan pidana tambahan kepada pelaku, sebagaiman yang diatur dalam pasal 50 
undang-undang No 23 tahun 2004, yakni: 
a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku 
dari korban dalam jarak waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak 
tertentu dari pelaku;13 
b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan 
lembaga tertentu. 
Demikian landasan hukum penajatuhan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan 
di dalam rumah tangga dalam sistem hukum pidana positif. Baik yang telah dimuat 
dalam KUHP, maupun dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam konteks kekerasan 
dalam rumah tangga ini, meskipun ada beberapa pasal yang mengatur hal tersebut di 
dalam KUHP bukan berarti KUHP lah yang menajdi acuan kekerasan tersebut. Hal 
                                                           
13 Jika disimak tentang pidana tambahan tersebut, tentu dengan sendirinya telah berlaku 
kepada pelaku (suami) yang dikenai sanksi pidana penjara. Sebab dengan penjara tersebut, seorang 
pelaku (suami) telah terpisah dari korban. 
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ini karena kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pidana khusus, 
sehingga dalam penjatuhan sanksi pidananya yang menjadi rujukan dasar adalah 
undang-undang No 23 tahun 2004. Adapun ika terjadi gabungan tindak pidana, dalam 
hal ini adalah gabungan peraturan, maka pelaku akan dikenakan akumulasi hukuman 
(gabungan pidana). Namun, jika dalam gabungan tindak pidana tersebut terdapat 
pidana khusus yang akan dikenakan pada pelaku, maka yang menjadi sumber rujukan 
hukumnya adalah pidana khusus tersebut. 
Dalam konteks seperti ini, apabila terjadi kekerasan/penganiayaan dalam 
rumah tangga (suami terhadap isteri), maka pelaksanaan pidana bagi pelaku di 
dasarkan oleh pidana khusus. Meskipun kita ketahui bahwa ada beberapa pasal yang 
mengatur kekerasan tersebut di dalam KUHP.14 Hal ini sebagaimana yang telah diatur 
dalam KUHP pasal 63 ayat (2) mengenai gabungan tindak pidana15 yang berbunyi: 
“jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, 
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itu 
diterapkan”. 
Berdasarkan bunyi pasal diatas dapatlah dipahami bahwa meskipun masalah 
kekerasan (terkhusus kekerasan suami terhadap isteri) diatur dalam KUHP, namun 
dalam implementasinya pelaku dijerat dengan sanksi pidana yang terdapat dalam 
                                                           
14 Lihat KUHP pasal 356. 
15 Yang dimaksud dengan gabungan tindak pidana dalam  poin ini adalah gabungan peraturan, 
dalam arti satu perbuatan terjerat lebih dari satu aturan pidana. Untuk lebih jelasnya masalah gabungan 
peraturan ini. Lihat. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2009), h. 115. 
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Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang pengahapusan kekerasan dalam rumah 
tangga. 
 Adapun masalah penerapan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga, dalam hal ini adalah suami terhadap isteri, maka tidak sebagaimana pidana 
pada umumnya. Hal ini karena kekerasan dalam rumah tangga terkhusus kekerasan 
suami terhadap isteri umumnya merupakan delik aduan.16 Sebagaimana yang 
dijelaskan di dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 yakni: 
1. Pada pasal 51 yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana yang 
terdapat di dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Kekerasan 
yang dimaksud dalam pasal ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan atau 
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Jika kita cermati redaksi pasal 
tersebut diatas, berarti setiap perbuatan kekerasan fisik yang terjadi dalam 
ruang lingkup rumah tangga jika korban (isteri) mati, luka-luka atau sakit 
yang mengakibatkan korban tidak dapat menjalankanpekerjaannya, maka 
merupakan delik biasa (delik umum). 
2. Pada pasal 52 yang menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan psikis 
sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Yang 
                                                           
16 Delik aduan adalah jenis perbuatan pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan, apabila 
ada pengaduan dari korban atau mereka yang dirugikan. Lihat. Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan 




dimaksud dengan kekerasan psikis disini adalah kekerasan yang 
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. 
3. Pada pasal 53 yang menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami 
terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Kekerasan seksual 
yang dimaksud disini adalah seorang suami melakukan pemaksaan 
terhadap isterinya untuk melakukan hubungan seksual atau sebaliknya. 
Selain beberapa tindak pidana kekerasan yang diatur dalam delik aduan diatas, 
berarti dapat kita simpulkan bahwa kekerasan lain yang masuk dalam ketentuan 
pidana di dalam undang-undang No 23 tahun 2004 merupakan delik biasa (delik 
umum). Dalam arti bahwa ketika diketahui ada kekerasan terjadi selain kekerasan 
yang dikemukan dalam delik aduan tersebut, maka pihak yang berwajib dapat 
langsung melakukan tindakan hukum kepada pelaku. Namun, kenyataan yang terjadi 
masih belum maksimal dilakukan tindakan hukum terkait masalah kekerasan dalam 
rumah tangga (suami terhadap isteri). Hal ini karena adanya anggapan bahwa 
keluarga merupakan ruang individu yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain dan 
adanya kesulitan para pihak penegak hukum dalam mengidentifikasi kekerasan 
tersebut yang disebabkan adanya ruang tertutup. 
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A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Suami terhadap Isteri 
Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan rumah tangga merupakan organisasi 
terkecil dari kehidupan sosial. Di dalam rumah tangga tersebut terdapat suami, isteri, 
anak-anak dan bahkan keluarga atau orang lain yang turut hidup bersama dalam 
ruang lingkup rumah tangga. Di dalam rumah tangga inilah terjadi ineteraksi antara 
satu sama lain yang tiada lain bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, 
mawadah, warahmah yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Namun, 
bukan berarti bahwa ketika perkawinan telah terjadi, maka selamanya terwujud tujuan 
perkawinan itu sendiri. Hal ini karena sering terjadi pertengkaran yang berujung pada 
kekerasan atau penganiayaan. 
Di dalam kehidupan sosial, bukan lagi hal yang baru dan bukan lagi menjadi 
rahasia bahwa sering terjadi kekerasan terhadap kaum wanita, khususnya kekerasan 
suami terhadap isteri (kekerasan dalam rumah tangga). Sejarah mencacat bahwa dari 
masa jahiliyyah hingga detik ini kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan 
suami terhadap isteri tidak henti-hentinya terjadi. Bukan hanya kekerasan fisik, 
namun dalam dunia modern ini kekerasan terhadap kaum perempuan, khususnya 
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kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sudah memiliki berbagai macam 
bentuk. 
Adapun kekerasan terhadap kaum perempuan, khususnya kekerasan suami 
terhadap isteri secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni 
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.1 
Kekerasan fisik disini meliputi beberapa hal, yakni: 
1. Penganiayaan, kekerasan dalam bentuk penganiayaan fisik hampir selalu 
ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu contoh yang paling 
mengagetkan masyarakat adalah peristiwa yang ditimpa oleh Ibu Lisa. Ibu lisa 
yang merupakan korban kekerasan suaminya harus menanggung derita akan 
hancurnya wajahnya akibat tersiram oleh air keras. Akibat kekerasan tersebut, 
Ibu lisa saat ini harus menjalani operasi muka untuk yang ke-16 kali.2 
2. Pembunuhan, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya 
juga sering terjadi di dalam kehidupan sosial. Terkadang suami menganiaya isteri 
hingga akhirnya merenggut nyawa isterinya dan kemudian mengatasnamakan 
orang lain yang membunuh isterinya. Terkadang juga seorang suami membunuh 
isterinya dan setelah itu ia pun mengahabisi nyawanya sendiri. 
                                                           
1 Lihat. Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 80-82. 




Selain kekerasan fisik diatas, kekerasan yang juga dilakukan oleh suami 
terhadap isteri adalah kekerasan psikis. Adapun kekerasan psikis yang sering 
ditemukan dalam kehidupan rumah tangga adalah berupa:3 
1. Penghinaan, penghinaan suami terhadap isteri hampir-hampir selalu ditemukan 
dalam kehidupan berumah tangga. Tidak jarang ada seorang suami yang 
melontarkan kata-kata penghinaan kepada isterinya. Padahal kita ketahui 
bersama bahwa suami harusnya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang 
indah kepada isterinya yang merupakan wujud kecintaannya pada isteri. 
2. Melarang isteri bergaul. Pada dasarnya setiap manusia senantiasa memiliki fitrah 
untuk senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Namun, dalam kehidupan 
berumah tangga tidak jarang pula ditemui adanya seorang suami yang melarang 
isterinya untuk bergaul diluar rumah. Hal seperti ini terjadi, karena adanya 
persepsi dari seorang suami bahwa isteri haruslah senantiasa berada di dalam 
rumah. 
3. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri ke orang tuanya. Tindakan 
seperti ini tidak jarang pula ditemui dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini 
umumnya terjadi jika ada pertengkaran antara suami dan isteri. Namun, dalam 
kehidupan berumah tangga kekerasan seperti ini masih sering pula terjadi yang 
kemudian mengakibatkan isteri mengalami ketakutan akan di tinggalkan oleh 
suami yang di cintainya. 
                                                           
3 Mengenai kekerasan dalam bentuk penghinaan, melarang isteri bergau, ancaman-ancaman 
berupa akan mengembalikan isteri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan isteri dari anak-
anaknya tersebut. Lihat. Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit., h. 81. 
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4. Akan menceraikan isteri. Tidak jarang kita temui pula adanya ungkapan yang 
dilontarkan oleh suami bahwa hendak menceraikan isteri. Ancaman-ancaman 
seperti ini sering terlontarkan jika isteri tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh 
suami. Sementara terkadang keinginan suami tersebut adalah hal-hal yang 
menurut etika tidak dibenarkan. 
5. Memisahkan isteri dari anak-anaknya. Tindakan kekerasan yang juga sering kita 
jumpai adalah tindakan suami yang memisahkannya dengan anak-anaknya. 
Padahal kita ketahui bahwa seorang ibu merasa menderita sekali jika dipisahkan 
dengan anak-anak yang dicintainya. Di lain sisi juga, selain tindakan seorang 
suami yang menjauhkan isteri dari anak-anaknya bukan hanya membuat isteri 
menderita secara psikis, tetapi juga membuat anak-anak menderita secara psikis. 
Bentuk kekerasan lain yang di derita oleh isteri yang di sebabkan oleh 
perbuatan suami adalah kekerasan seksual. Adapun jenis-jenis kekerasan seksual 
yang di derita oleh seorang isteri antara lain:4 
1. Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya. Yang dimaksud dengan 
pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya adalah seorang suami yang tidak 
memberikan nafkah batin terhadap isterinya, sementara suami sanggup untuk 
melakukan hal tersebut. 
2. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui 
oleh isteri. Kekerasan seperti jenis ini sering pula terjadi di dalam kehidupan 
berumah tangga. Suami terkadang memaksa isterinya untuk melakukan 




hubungan seksual dengan pola atau gaya yang tidak dikehendaki oleh isteri. 
Akibat dari ketidak inginan isteri untuk melakukan hal tersebut, tidak jarang 
suami memaksakan kehendaknya untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya. 
3. Suami memaksa isteri untuk berhubungan seksual, sementara isteri tidak 
menghendaki akibat sedang sakit atau sedang menstruasi. Kekerasan seperti jenis 
ini sering pula terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. 
4. Memaksa isteri untuk menjadi pelacur atau berhubungan seksual dengan orang 
lain. 
Selain beberapa bentuk kekerasan diatas, kekerasan lain pula yang terjadi 
dalam kehidupan berumah tangga adalah kekerasan ekonomi. Adapun jenis-jenis 
kekerasan ekonomi antara lain:5 
1. Tidak memberi nafkah lahir pada isteri. Kekerasan seperti ini masih sering pula 
dialami oleh seorang isteri. Suami terkadang menelantarkan isteri dan anak-
anaknya begitu saja. Padahal kita ketahui bahwa suami sebagai kepala rumah 
tangga memiliki kewajiban untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. 
2. Memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol isteri. 
Umumnya laki-laki (suami) melarang isterinya untuk bekerja dengan alasan 
bahwa isteri hanya berada di dalam rumah mengurus anak-anak. Tindakan seperti 
ini tentunya membuat isteri tergantung secara ekonomi pada suami. Sehingga 
suami bebas mengendalikan isterinya sesuai dengan apa yang dikehendakinya, 
meskipun itu membuat isteri menderita. 
                                                           
5 Ibid., h. 82. 
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3. Memaksa isteri bekerja diluar rumah, sementara suami hanya duduk dirumah 
menunggu penghasilan isteri. Dalam konteks seperti ini isteri di jadikan oleh 
suami sebagai mesin pencetak uang untuk dirinya. Setelah isteri bekerja di luar 
rumah, hasilnya dikuasai oleh suami. 
Demikian beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini 
adalah kekerasan suami terhadap isteri. Atas dasar sering terjadinya kekerasan suami 
terhadap isteri ini, maka kaum perempuan khususnya para isteri melakukan 
pembelaan hak-hak mereka dengan cara memperjuangkan aturan tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam dunia internasional bentuk 
perjuangan kaum perempuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan 
menghasilkan deklasrasi internasional tentang penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 
tanggal 20 Desember 1993. Di dalam Deklarasi tersebut dirumuskan beberapa jenis 
kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga. 
Bentuk kekerasan dalam rumah tangga di dalam rumusan deklarasi ini adalah: 
Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam 
keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak 
perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, 
perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan 
praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di 
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luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan 
eksploitasi.6 
Di Indonesia sebagai wujud implementasi deklarasi tersebut lahirlah undang-
undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 
Adapun bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga yang dirumuskan oleh 
Undang-undang No 23 tahun 2004 adalah sebagi berikut: 
1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau 
luka berat (pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004). Jika di cermati 
penjelsan pasal ini, maka tidak ditemukan batasan tentang rasa sakit, jatuh sakit 
atau pun luka berat. Sementara draft rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah tangga yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum 
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kekerasan fisik diartikan sebagai 
sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang. Dalam usulan yang dibuat 
oleh DPR tanggal 6 Mei 2003 kekerasan fisik dimaksud adalah: 
setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada 
tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau menyebabkan 
kematian.7 
Dari penjelasan diatas terdapat beberapa kekurangan antara rancangan yang 
dikemukakan oleh DPR dan LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan 
                                                           
6 Lihat Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (diadopsi oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104). Pusat Kajian Wanita 
dan Gender Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan Intrumen Hukum untuk Mewujudkan 
Keadilan Gender (Edisi. III; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 158-159. 
7 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cet. II; 
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 22. 
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tentang kekerasan fisik dengan kekerasan fisik yang diundangkan dalam Undang-
Undang No 23 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dimasukkan cedera, 
cacat, pingsan dan gugurnya kandungan. Selain itu, kekerasan fisik yang 
dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut tidak memiliki tolak ukur yang 
jelas. Sementara di dalam usulan DPR tanggal 6 Mei 2003 dijelaskan yang 
dimaksud dengan rasa sakit adalah “kondisi seseorang mengalami penderitaan 
dan menjadi tidak berdaya paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam.”8 Sehingga 
dengan tidak adanya penjelasan yang jelas tentang rasa sakit, jatuh sakit atau luka 
berat dalam undang-undang tersebut , baik para penegak hukum atau pun korban 
sulit untuk mengidentifikasi kekerasan tersebut. 
2. Kekerasan psikis, kekerasan psikis sebagaimana yang dirumuskan di dalam 
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). 
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga, serta pemaksaan 
hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (pasal 8). 
Adapun penjelasan tentang kekerasan seksual di dalam Undang-Undang No 23 
Tahun 2004 adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan 




seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan 
seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
Terkait masalah kekerasan seksual oleh suami terhadap isteri, umumnya orang 
memahami bahwa tidak mungkin terdapat kekerasan seksual oleh suami terhadap 
isteri. Karena hubungan seksual antara suami isteri merupakan kewajiban satu 
sama lain. Namun, berkenaan dengan ini, sering kali terjadi suami yang memaksa 
isterinya untuk melakukan hubungan seksual, sementara isteri tidak dapat 
melakukannya yang disebabkan isteri sedang sakit atau sedang menstruasi. 
Dalam konteks seperti ini, maka suami telah melakukan kekerasan seksual 
terhadap isteri. 
4. Kekerasan berupa penelantaran rumah tangga. Penelantaran tersebut juga berlaku 
bagi setiap orang (suami) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang (isteri) untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut 
(pasal 9). 
Selain bentuk-bentuk kekerasan yang disebutkan, baik secara umum yang 
terdapat di masyarakat, maupun yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menurut komunitas 
perempuan indipt Kebumen masih ada bentuk kekerasan lain, yakni kekerasan 
struktural.9 Menurut hemat penulis, salah satu contoh kekerasan struktural adalah 
                                                           
9 Kekerasan struktural ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui kebijakan-
kebijakannya yang tidak berpihak kepada serta merugikan perempuan. Lihat. Komunitas Perempuan 
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tentang Undang-Undang Perkawinan yang di pandang oleh aktivis perempuan sangat 
bias gender, seperti memberikan kelonggaran kepada pria untuk poligami, sedangkan 
bagi mereka poligami merupakan kekerasan terhadap perempuan (isteri). 
Demikian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terkhusus kekerasan 
suami terhadap isteri. Jika dicermati bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas, baik 
kekerasan yang umumnya terjadi di masyarakat dengan kekerasan yang dirumuskan 
dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dirumuskan dalam 
Undang-Undang belum mengakomodir semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam 
kehidupan sosial. Dengan demikian berarti hukum, khususnya hukum yang terkait 
dengan kekerasan dalam rumah tangga tertinggal jauh dari perubahan yang terjadi 
dalam kehidupan sosial. 
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan (Suami terhadap 
Isteri) 
Kekerasan suami terhadap isteri adalah merupakan salah satu jenis kekerasan 
yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini terjadi karena berbagai macam 
faktor yang menyebabkannya. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan/kekerasan secara umum maupun kekerasan dalam rumah tangga, dalam 
dunia hukum dibahas panjang lebar di dalam kriminologi, yaitu disiplin ilmu yang 
berusaha untuk mempelajari sebab musabab kejahatan, dampak yang timbul oleh 
                                                                                                                                                                     
indipt Kebumen, Potret Kekerasan terhadap Perempuan di Kebumen (Cet. I; Kebumen: indipt press, 
2006), h. 18. 
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kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.10 Olehnya itu, sebelum penulis 
menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap 
isteri, penulis mengemukakan teori kriminologi dalam mengidentifikasi penyebabkan 
kejahatan. Berdasarkan penjelasan definisi kriminologi, maka kriminologi terdiri atas 
tiga bagian utama, yaitu:11 
1. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (the 
sociology of law), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang 
akan turut memperkembangkan hukum pidana, 
2. Etiologi kriminil, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab 
dari kejahatan, 
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (control of crime). 
Terkait masalah faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan/kejahatan, 
khususnya kekerasan dalam rumah tangga (suami terhadap isteri), jika dipandang 
berdasarkan pembahasan teori kriminologi, maka penulis berkesimpulan untuk 
memfokuskan pada etiologi kriminil. Di dalam etiologi kriminil, di jelaskan beberapa 
teori yang menyebabkan terjadinya kekerasan/kejahatan, yakni: 
1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis. 
Teori ini biasa disebut juga mazhab anthropologis atau mazhab Italia dan 
di cetuskan Cesare Lombroso. Di dalam teori ini, kejahatan terjadi karena 
                                                           
10 Antonius Sudirman, Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial 
(Semarang: UNDIP, 2009), h. 113. 
11 Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit., h.74. 
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adanya kelainan biologis pada diri penjahat.12 Menurut Lambroso ada tiga 
tipe penjahat yang penting, yakni: born criminal (penjahat sejak lahir), 
insane criminal (yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, seperti kedunguan, 
idiot, epilepsi, histeria, dan kelumpuhan), dan criminaloids (mempunyai 
susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam 
keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan yang kejam).13 
2. Teori kejahatan yang menjelaskan dari perspektif psikologis. 
Menurut teori ini, secara umum sebab musabab kejahatan karena 
dipengaruhi oleh faktor kelainan psikologis yang ada pada diri si pelaku 
kejahatan.14 Selain itu, menurut teori ini, para penjahat itu memiliki pola 
berpikir yang sama abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk 
melakukan kejahatan. Di dalam penelitian terkait teori ini, para penjahat 
rata-rata memiliki pola berpikir yang suka marah, superioritas, menyangka 
tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil dan mempunyai 
harga diri yang sangat melambung. 
3. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis 
Teori ini berusaha untuk mencari sebab musabab kejahatan ditinjau dari 
pengaruh aspek lingkungan sosiologis. Jika dicermati teori ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sosial karena 
merupakan pengaruh lingkungan sosial. 
                                                           
12 Antonius Sudirman, Op. Cit., h. 114. 
13 Ibid. 
14 Ibid., h. 115. 
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Dari beberapa teori diatas tentang faktor-faktor yang menyebabakan 
terjadinya kejahatan/kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar 
faktor terjadinya kejahatan/kekerasan terdiri atas dua, yakni faktor eksternal15 dan 
faktor internal16 pelaku. Terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, khususnya 
kekerasan suami terhadap isteri, menurut LKBHUWK faktor internal tersebut 
menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali 
melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan 
atau frustasi.17 Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam 
keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak 
kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak 
mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. 
Jika dicermati faktor internal ini, maka dapat dipahami bahwa kekerasan yang 
sering dilakukan oleh pelaku umumnya karena terbiasa dengan kekerasan semasa 
mereka kanak-kanak di dalam ruang lingkup keluarganya. Sehingga dengan demikian 
di dalam diri terdapat pemahaman bahwa kekerasan tersebut merupakan hal yang 
wajar. Atau dengan kata lain, karena keseringan menyaksikan tindak kekerasan di 
dalam keluarganya semasa kecil, maka tercipta image bahwa kekerasan itu adalah 
sesuatu yang lumrah. 
                                                           
15 Faktor eksternal ini penulis maksudkan  adalah faktor yang ada di luar diri pelaku 
(termasuk kondisi lingkungan pelaku) yang merangsang pelaku untuk berbuat kejahatan/kekerasan. 
16 Faktor internal adalah faktor yang memang terdapat di dalam diri pelaku, misalnya: 
tempramen, egois, dan lain-lain. 
17 Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit., h. 76. 
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Adapun faktor eksternal terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, 
khususnya kekerasan suami terhadap isteri adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku 
kekerasan. Dalam arti bahwa kekerasan terjadi karena pengaruh dari luar disaat 
kekerasan itu terjadi. Misalkan pelaku yang berhadapan dengan situasi seperti 
kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri 
(perselingkuhan), dan lain-lain. Faktor lingkungan lain seperti stereotip bahwa laki-
laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif, sementara perempuan (isteri) 
harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah.18 Selain itu, menurut Kristi 
Poerwandari salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan (suami 
kepada isteri) adalah adanya mitos yang hidup dalam masyarakat bahwa perempuan 
adalah objek seks.19 
Berdasakan penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati Soeroso, faktor 
pemicu/pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai 
berikut:20 
1. Masalah keuangan. 
Keuangan merupakan hal penting dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini 
karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi untuk memenuhi kebutuhan 
tersier pasti membutuhkan uang. Jika suami sebagai kepala rumah tangga tidak 
                                                           
18 Ibid. 
19Tapi Omas, Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Cet. II; Bandung: PT. Alumni,  2006)., h. 284. 
20 Ibid., h. 77-80. 
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dapat memenuhi kebutuhan keluarga, karena tidak mempunyai pekerjaan, maka 
umumnya isteri menyalahkan suami yang berefek pada terjadinya pertengkaran. 
2. Cemburu. 
Kecemburuan merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga. Hal ini karena pada dasarnya baik suami maupun isteri tidak tega jika 
orang yang dicintainya berpaling kelain hati. Jadi jika isteri mengetahui 
suaminya selingkuh dengan wanita lain, umumnya sering marah. Ini kemudian 
akan memicu pertengakaran dan tidak jarang isteri menjadi korban penganiayaan 
suami. 
3. Masalah anak 
Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-isteri adalah masalah 
anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola 
pendidikan terhadap anak antara suami dan isteri. 
4. Masalah orang tua. 
Di dalam kehidupan berumah tangga, baik orang tua suami maupun orang tua 
isteri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan 
suami-isteri. Misalkan orang tua yang selalu mencampuri rumah tangga anaknya, 
baik masalah keuangan atau pun masalah pendidikan anak. 
5. Masalah saudara 
Seperti halnya orang tua, saudara dapat pula menjadi penyebab pertengkaran 
dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini jika saudara turut ikut campur dengan 
masalah internal keluarga. 
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6. Masalah sopan santun. 
Terkadang bagi pasangan suami isteri yang sudah lama menikah, sopan santun di 
antara keduanya tidak terlalu diperhatikan lagi. Padahal sopan santun atau saling 
memahami diantara pasangan suami isteri sangatlah penting. Hal itu karena, 
kehidupan rumah tangga merupakan penyatuan karakter-karakter yang berbeda. 
7. Masalah masa lalu. 
Masa lalu diantara keduanya (suami-isteri) paling sering menyebabkan terjadinya 
pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini 
disebabkan karena baik isteri maupun suami tidak terbuka tentang kehidupan 
masa lalunya sebelum pernikahan di langsungkan. 
8. Masalah salah paham. 
Di dalam kehidupan berumah tangga biasanya sering terjadi salah paham antara 
suami dan isteri. Ini karena pada dasarnya perkawinan menyatukan dua karakter 
yang berbeda. Oleh karena itu, penting antara keduanya mempelajari sikap satu 
sama lain agar bisa saling memahami. 
9. Masalah tidak memasak. 
Hal ini sebagian orang memandangnya sebagai masalah yang sangat sepele. 
Padahal hal ini juga sering menyebabkan pertengkaran di dalam kehidupan 
rumah tangga. Umumnya suami berpikir bahwa kewajiban seorang isteri adalah 
menyediakan makanan dirumah, jika ini tidak dilakukan oleh isteri, maka suami 
akan marah dan memicu pertengakaran. 
10. Suami mau menang sendiri. 
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Sikap mau menang sendiri ini, umumnya dimiliki oleh suami yang menganggap 
bahwa dirinya “lebih” dalam segala hal dibanding dengan isteri. Sehingga 
dengan demikian, maka jika terjadi perbedaan pendapat antara suami-isteri, maka 
selamanya pandangan suamilah yang benar. 
Demikian beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam 
rumah tangga, khususnya kekerasan suami terhadap isteri. Jika dicermati lebih dalam 
tentang faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya 
kesadaran suami-maupun isteri dan kurangnya pengertian diantara keduanya. 
C. Dampak yang Timbul dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suami-Isteri) 
Setiap ada sebab, niscaya melahirkan akibat. Hal ini merupakan hukum yang 
niscaya di alam semesta, termasuk di dalam kehidupan sosial. Sehubungan dengan 
kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan suami terhadap isteri sudah 
merupakan kepastian bahwa jika ada pertengakaran atau kekerasan diantara 
keduanya, pasti ada sebab yang melatar belakangi. Demikian pula, jika kekerasan 
dalam rumah tangga telah terjadi, niscaya akan melahirkan akibat. Baik akibat 
(dampak) itu terhadap isteri sebagai korban, suami sebagai pelaku, maupun terhadap 
anggota keluarga lainnya dan bahkan hingga di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Dari sudut pandang pelaku kekerasan, dampak yang akan lahir adalah adanya 
penyesalan atas perbuatannya, sehingga selalu menyalahkan diri sendiri. Hal ini 
terjadi jika pelaku (suami) telah menyadari bahwa perbuatannya salah. Selain itu, 
pelaku yang telah berhadapan dengan hukum tentunya akan dikenakan sanksi pidana 
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atas perbuatannya tersebut.21 Dengan demikian pelaku telah kehilangan kebebasannya 
untuk beraktifitas sebagaimana biasa. 
Sementara dampak yang lahir akibat kekerasan dalam rumah tangga, 
khususnya kekerasan suami terhadap isteri bagi korban adalah secara garis besar 
terdiri atas dua, yakni aspek fisik dan psikis. Adapun dampak kekerasan dalam rumah 
tangga, khususnya bagi isteri tersebut adalah sebagai berikut:22 
1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilang kemampuan untuk berindak dan rasa tidak berdaya. 
2. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri. 
3. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat. 
4. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin. 
5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa. 
6. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid). 
7. Gangguan psikis berat (depresi, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, 
kurang nafsu makan, kelelahan kronis, ketagihan alkohol dan obat-obatan 
terlarang). 
Tidak jauh berbeda, Elli Nur Hayati mengemukakan tentang dampak 
kekerasan bagi korban terdiri atas dampak jangka pendek dan dampak jangka 
                                                           
21 Lihat Bab Ketentuan Pidana Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
22 http://www.rusmanmalili.com/dampak kekerasan dalam rumah tangga.html diakses pada 
tanggal 4 Agustus 2011. 
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panjang.23 Adapun dampak jangka pendek dari segi fisik adalah berupa luka-luka 
pada bagian tubuh akibat penganiayaan, yang dialami sesaat hingga beberapa hari 
kejadian. Sementara dari segi psikologis adalah merasa sangat marah, jengkel, merasa 
bersalah, malu dan terhina, hingga membuat korban susah tidur dan kehilangan nafsu 
makan.24 Adapun dampak jangka panjangnya adalah berupa sikap atau persepsi yang 
negatif terhadap laki-laki, atau terhadap seks dan terkadang berupa trauma (luka 
jiwa).25 
Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan suami terhadap isteri 
tidak hanya berdampak pada korban (isteri), melainkan juga kepada anak-anaknya. 
Adapun dampak bagi anak adalah sebagai berikut:26 
1. Perilaku yang agresif atau marah-marah 
2. Meniru tindakan kekerasan yang terjadi di rumah 
3. Menjadi sangat pendiam dan menghindar 
4. Mimpi buruk dan ketakutan 
5. Sering tidak makan dengan benar 
6. Menghambat pertumbuhan dan belajar 
7. Menderita banyak gangguan kesehatan. 
                                                           
23 Elli Nur Hayati, Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling 
Berwawasan Gender (Cet. I; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), h. 45. 
24 Ibid., h. 46. 
25 Ibid. 
26 http://www.rusmanmalili.com/dampak kekerasan dalam rumah tangga.html diakses pada 




Selain dampak tersebut diatas, kekerasan dalam rumah tangga, khususnya 
kekerasan suami terhadap isteri juga memiliki dampak dalam kehidupan sosial. Hal 
ini karena kehidupan rumah tangga merupakan organisasi terkecil di dalam 
kehidupan sosial. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah 
tangga di dalam kehidupan sosial adalah tidak adanya ketentraman di dalam 
kehidupan sosial. Ini dikarenakan ketentraman di dalam kehidupan sosial tercipta 
ketika tercipta pula ketentraman antara individu-individu yang ada di dalam 
kehidupan sosial, dalam hal ini adalah rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan 
oleh Mansoer Fakih bahwa perjuangan keadilan sosial dan hak asasi manusia justru 
dimulai dari dalam rumah.27 Ini berarti bahwa keadilan sosial dan hak asasi manusia 
seharusnya diperjiuangkan berawal dari ruang lingkup rumah tangga. 
                                                           
27 Mansoer Fakih, “Pengantar” dalam Akif Khilmiyah, Menata Ulang Keluarga Sakinah: 
Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah (Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2003), h. xx. 
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BAB IV 
TINDAK PIDANA KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTERI 
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 
 
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Kasus Kekerasan Suami terhadap isteri 
Pada masa Jahiliyyah, masayarakat memandang rendah kaum perempuan. 
Adapun perlakuan rendah terhadap perempuan pada masa Jahiliyyah adalah kaum 
wanita kehilangan kemerdekaan, diskriminasi hukum kriminil, kebebasan mengubur 
hidup-hidup anak perempuan, perkawinan paksa, kaum wanita sebagai barang 
warisan, wanita dianggap binatang najis, isteri yang sedang haid diusir dan kaum 
wanita dihalang menerima warisan.1 
Setelah Islam di turunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, maka 
konsepsi-konsepsi sebagaimana yang ada pada masyarakat Jahiliyyah dikikis 
perlahan demi perlahan hingga kemudian tiada.2 Dimana pada masa Jahiliyyah kaum 
perempuan dianggap lebih rendah ketimbang kaum lelaki, maka dalam pandangan 
Islam wanita dan pria satu martabat. Hal ini ditegaskan di dalam Q.S An-Nissa’/4 
ayat 32: 
                                                           
1Achmad Masruch Nauscha, Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam (Semarang: CV Toha 
Putra, 1983), h. 25-27. 
2 Tiada dalam pandangan ini bukanlah tiada dalam praktek kehidupan sosial, sebab di dalam 
kehidupan sosial, baik pada masa Islam pertama kali diwahyukan hingga kini konsepsi yang 
merendahkan perempuan masih ada. Tiada dalam pengertian ini adalah Islam mengkonsepsikan wanita 
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Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi 
orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 
para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.”3 
 
Dari ayat tersebut diatas nampaklah betapa Islam sangat menghargai kaum 
wanita, bahkan bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat kelak. Adapun dalam 
kehidupan rumah tangga, Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan yang 
suci, sunnah Nabi dan merupakan ibadah kepada Allah. Olehnya itu, Islam sangat 
memperhatikan perkawinan atau kehidupan rumah tangga. Wujud keprihatinan Islam 
terhadap perkawinan tersebut adalah ditetapkannya aturan-aturan dalam pernikahan. 
Dimana di dalam aturan tersebut tercakup pula tata cara bergaul antara suami dan 
isteri. Dalam arti bahwa di dalam Islam terdapat aturan-aturan tentang hak dan 
kewajiban suami-isteri. Kewajiban suami (hak isteri) dalam Islam adalah:4 
1. Mahar. 
2. Pemberian suami dan isteri karena berpisah (mut’ah). 
                                                           
3Departemen Agama Republik Indonesia (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 122  
4Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 
ﯽﻣﻶﺳﻹاﻊﯿرﺷﻟاﯽﻔﺎﮭﻣﺎﻛﺣأوةﺮﺳﻷا Terj. Abdul Majid Khon. Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak 
(Cet. I; Jakarta: AMZAH,2009), h. 174. 
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3. Nafkah, tempat tinggal. 
4. Adil dalam pergaulan. 
Jika diperhatikan hak-hak isteri tersebut diatas, hubungannya dalam 
kehidupan rumah tangga yang sementara berlangsung, maka yang menjadi hak isteri 
adalah nafkah, tempat tinggal, serta adil dalam pergaulan. Nafkah yang merupakan 
hak isteri tersebut adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Adapun nafkah lahir adalah 
hak isteri (kewajiban suami) memperoleh makan dan pakaian serta tempat tinggal,5 
sedangkan nafkah batin berupa kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan seksual. 
Selain itu, kewajiban suami di dalam kehidupan rumah tangga adalah adil dalam 
mu’amalah dan baik dalam Mu’asyarah yang meliputi memelihara isteri dan 
memuaskan isteri.6 
Selain kewajiban suami diatas, Islam juga mengatur kewajiban isteri yang 
merupakan hak suami, yakni:7 
1. Mematuhi suami, mematuhi suami ini yakni isteri harus taat dan tidak durhaka 
kepada suami. 
Taat dan tidak durhaka kepada suami disini adalah bukanlah berarti seluruh yang 
diperintahkan/diucapkan oleh suami harus dipatuhi, meskipun perintah itu 
                                                           
5 Untuk lebih jelasnya lihat. Q.S Al-Baqarah/2 ayat 233 dan Q.S Ath-Thalȃq/65 ayat 6. Kedua 
ayat ini memberikan petunjuk tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, dalam 
hal ini adalah nafkah lahir berupa makan, pakaian dan tempat tinggal. 
6 Suami wajib menjaga dan memelihara isteri dari segala hal yang menghilangkan 
kehormatannya, mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau memalingkan 
wajahnya karena dicela. Selain itu, suami wajib memuaskan isteri dengan hubungan seksual jika tidak 
ada udzur. Lihat. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit., h. 
217 dan 219. 
7 Lihat. Ibid., h. 221-230. 
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mengarahkan isteri kejalan yang tidak benar. Jadi kepatuhan isteri kepada suami 
adalah kepatuhan atas ucapan atau perintah suami, selama perintah itu tidak 
bertentangan dengan hukum agama dan isteri sanggup untuk menjalankannya. 
Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yakni 
“Tidak ada kepatuhan terhadap makhluk yang maksiat kepada pencipta”. 
2. Memelihara kehormatan dan harta suami. 
Isteri memiliki kewajiban untuk memlihara kehormatan suaminya, misalkan 
tidak mempermalukan suaminya di depan umum. Selain itu, isteri juga memiliki 
kewajiban memelihara harta suami. 
3. Berhias untuk suami. 
Isteri juga diwajibkan berhias untuk suami, karena sesungguhnya jika isteri 
berhias atau tampak cantik dihadapan suami, maka akan menambah kecintaan 
suami terhadapnya. Jika suami semakin cinta kepada isterinya, maka kehidupan 
rumah tangga akan semakin harmonis. 
4. Menjadi partner suami. 
Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama isteri secara syar’i 
ditempat layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan 
isteri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut. Hal ini sesungguhnya 
dimaksudkan agar keduanya dapat memperoleh haknya masing-masing dan agar 
isteri menjadi teman suami, demikian juga sebaliknya. 
Selain aturan-aturan yang merupakan kewajiban suami atau pun isteri, Islam 
juga mengatur tata cara atau adab bergaul antara suami dan isteri. Seperti tata cara 
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bersetubuh. Mengenai hal ini, Islam tidak serta merta meghalalkan semua keinginan 
suami atau isteri untuk bersetubuh, karena Islam tidak menghalalkan hal tersebut bagi 
suami-isteri yang sedang berihram atau keduanya sedang menjalankan puasa wajib. 
Adapun dalam bersenang-senang (bersetubuh), Islam juga mewajibkan suami 
menghindari isteri yang sedang menstruasi. Hal ini tentunya bukannya tanpa alasan, 
melainkan ada maksud dari semua itu. Adapun hikmah dari ini adalah jika bergaul 
dengan isteri akan berdampak negatif dari sisi kesehatan dan psikologis, baik bagi 
isteri maupun bagi suami, bahkan akan berdampak infeksi dan kanker kelamin. 
Hikmah lain dari larangan menggauli isteri dalam keadaan haid adalah menurut 
sebagian ulama, anak yang terlahir dari hasil hubungan saat haid jika berhasil 
pembuahan sel telur adalah akan membentuk pribadi anak yang berakhlak tidak baik 
dan berani menentang agama dan orang tua.8 Karena ia lahir, sebab yang haram, yaitu 
keberanian ayah-ibunya yang melanggar ketentuan agama. 
Islam juga memberikan tugas kepada suami untuk mendidik isteri dan anak-
anaknya, demikian juga isteri. Artinya bahwa jika isteri berbuat tidak baik 
(melenceng dari ajaran agama), maka suami memiliki kewajiban untuk mendidiknya. 
Bahkan jika isteri tidak mau mengikuti didikan tersebut, suami berhak untuk 
memukuli isterinya. Namun, pukulan disini tidak boleh menyakiti isteri, baik fisik 
maupun psikisnya. 
                                                           
8 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam (Malang: 
UIN Malang Press, 2007), h. 163. 
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Jika dicermati penjelasan tentang aturan-aturan dalam berumah tangga, maka 
dapat disimpulkan bahwa tindakan melanggar apa yang diperintahkan atau dilarang 
oleh Allah  tersebut, di dalam hukum Islam merupakan perbuatan penganiayaan 
terhadap isteri atau pun suami. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, 
khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan cara 
mengabaikan kewajibannya tersebut atau menganiaya isteri dengan cara memukul 
sehingga terluka atau bahkan meninggal merupakan perbuatan yang diharamkan oleh 
Allah. Dan di dalam hukum Islam hal tersebut merupakan jarimah9 (kriminalitas). Hal 
ini didasarkan pada kaidah ushul “al-amru bi al-syai'i nahyun 'an dhiddihi" yang 
artinya: “memerintahkan sesuatu berarti melarang yang sebaliknya.” 
Jadi pada dasarnya Islam memandang kekerasan adalah merupakan jarimah 
(kriminalitas), meskipun di lakukan oleh suami terhadap isterinya. Meskipun pada 
dasarnya hukum perkawinan di dalam hukum Islam, tergolong hukum privat 
(perdata) dalam istilah hukum barat. Namun, jika di dalam perkawinan tersebut telah 
terjadi kekerasan yang mengakibatkan kerugian kepada korban, baik secara fisik, 
psikis, seksual, maupun ekonomi, maka hal tersebut telah tergolong hukum publik 
(jinayat/pidana Islam) dan akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan tindakan 
yang diperbuatnya. 
B. Ruang Lingkup Kekerasan Suami terhadap Isteri Menurut Hukum Islam 
                                                           
9 Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had 
atau ta’zir, Lihat. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 
1993), h. 1. Lihat juga jarimah menurut Al-mawardi. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam 
(Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. ix. 
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Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin, tentunya mengajarkan dan 
membimbing umat manusia untuk baik dan memberikan manfaat kepada sesama. 
Artinya bahwa jika satu sama lain melakukan sebuah perbuatan yang membuat orang 
lain sengsara atau menderita berarti telah melenceng dari apa yang diajarkan hukum 
agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama bahwa syariat adalah 
kemaslahatan dan kemaslahatan adalah syariat.10 Jadi jika perbuatan tersebut 
mendatangkan mudharat, maka kita telah berbuat melenceng dari syariat, karena pada 
dasarnya syariat itu mengajarkan dan mendatangkan maslahat. 
Terkait dengan hukum keluarga atau hukum yang berlaku dalam ruang lngkup 
keluarga, di dalam hukum Islam merupakan hukum privat atau perdata dalam istilah 
hukum barat. Namun, ketika terjadi kekerasan atau penganiayaan, baik secara fisik, 
psikis, seksual atau pun ekonomi di dalam hukum Islam hal tersebut telah masuk 
dalam perbuatan jarimah dan pelaku harus dikenakan sanksi pidana. Misalnya 
kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami yang memfitnah isterinya berzina, 
padahal hal tersebut tidak dilakukan oleh isteri, maka dalam keadaan ini dimana 
suami tidak dapat dapat membuktikan tuduhannya itu, pelaku dikenakan pidana 
hudud yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera. Olehnya itu, bagi 
                                                           
10 Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Al-Ijtihad: al-Nas, al-waqi’i, al-
Maslahah, terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdar dengan judul Ijtihad: Antara Teks, Realitas dan 
Kemaslahatan Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 15. 
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korban yang dituduh melakukan zina dapat mengadu kepada yang berwajib tentang 
tuduhan tersebut.11 
Adapun mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dalam 
hukum Islam, menurut hemat penulis berdasarkan penjabaran tentang aturan-
aturan/tata cara dalam berumah tangga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kekerasan fisik. 
Kekerasan fisik di dalam hukum keluarga dapat terjadi kepada isteri. Kekerasan 
fisik ini terjadi jika suami melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah untuk 
berlaku baik dalam bergaul dengan isteri, khususnya dalam mendidik isteri. 
Memang di dalam Islam,suami memiliki kewajiban untuk mendidik isterinya, hal 
ini sebagaimana firman Allah di dalam Q.S An-Nisa’ ayat 34: 
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Terjemahnya: 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
                                                           
11 Terkait masalah tuduhan zina (Qadzaf), lihat. Topo Santoso, MembumikanHukum Pidana 




sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Besar.”12 
 
Jika diperhatikan sepintas ayat tersebut diatas, maka akan menimbulkan 
pemahaman bahwa Islam melegitimasi pemukulan (kekerasan fisik) terhadap 
isteri. Anggapan seperti ini sesungguhnya keliru sebab di dalam Islam terkait 
ayat tersebut yang sepintas membolehkan suami memukul isteri menjelaskan 
secara spesifik tentang bagaimana memukuli isteri. Adapun dalam memukul 
isteri tidak boleh memukul isteri dengan keras atau membuat sakit atau bahkan 
melukai isteri. Sehingga dapat dipahami bahwa ternyata Islam tidak 
membolehkan suami memukul isteri hingga isteri merasa sakit atau kesakitan 
dengan itu. Dengan kata lain, Islam melarang pemukulan suami yang menyakiti 
isterinya. Al-Qadhi Ibn al-‘Arabi dalam kitabnya, ahkam al-Qur’an, 
memaparkan tentang ijtihad Atha’ yang dikutip oleh Kamil al-Hayalli 
menyebutkan bahwa “Atha’ berkata: seorang suami tidak boleh memukuli 
isterinya! Meski ketika dia menyuruh atau melarang sesuatu terhadap istrinya ia 
tidak patuh. Dia hanya boleh memarahinya.”13 
2. Kekerasan psikis. 
                                                           
12Departemen Agama republic Indonesia. Al Qur’an dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 
1998), h. 123 
13 Kamil al-Hayali, Al-Khilafat al-Zaujiyyah, Terj. Nor Hasanuddin dengan judul Solusi Islam 
dalam Konflik Rumah Tangga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 53. 
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Sebagaimana penjelasan bahwa Islam mengajarkan bahwa suami tidak boleh 
berlaku kasar terhadap isterinya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 
19,yakni sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.”14 
 
Jika dicermati ayat tersebut Allah melarang seorang suami yang berlaku kasar 
terhadap isterinya. Namun ayat ini memberikan pengecualian bahwa suami dapat 
melakukan pemaksaan terhadap isteri, namun hal tersebut dilakukan oleh suami 
untuk mengarahkan isteri kepada jalan yang benar. Dalam arti bahwa jika isteri 
berbuat keji atau bertentangan dengan agama, maka suami dapat melaukan 
pemaksaan terhadap isterinya meskipun tindakan tersebut dapat membuat isteri 
tidak merasa nyaman. Selain itu, di dalam ayat tersebut suami diperintahkan 
                                                           
14Departemen agama, Op. Cit., h. 47. 
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untuk berprilaku secara patut terhadap isteri, meskipun ada prilaku isteri15 yang 
tidak disukainya. Jadi di dalam Islam berlaku kasar (kekerasan psikis) dilarang 
atau dengan kata lain bertentangan dengan syara’. 
3. Kekerasan seksual. 
Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan secara seksual yang meliputi, suami 
memaksa isterinya untuk berhubungan seks dengan cara yang tidak wajar atau 
memaksa isteri untuk berhubungan seks, sementara isteri sedang haid. Atau 
memaksa isteri untuk berhubungan seksual dengan orang lain, dengan 
maksud/tujuan komersial atau tujuan tertentu. Terkait masalah ini, di dalam 
hukum Islam terdapat aturan-aturan yang mengharamkan hubungan seksual 
meskipun antara suami-isteri. Yakni keadaan dimana suami memaksa isteri untuk 
berhubungan seksual, sementara isteri sedang haid16 atau sakit (udzur). Atau 
memaksa isteri melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai 
isteri, misalkan melakukan hubungan seksual lewat jalan belakang. Di dalam 
hukum Islam pula, termasuk kekerasan jika suami/isteri membuka rahasia 
persetubuhan. Jadi hukum Islam pula mengenal kekerasan seksual, sebab Islam 
melarang seorang suami/isteri melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh 
syara’. Bahkan kekerasan seksual yang ada dalam hukum Islam lebih luas dari 
kekerasan seksual di dalam hukum positif. 
4. Kekerasan ekonomi. 
                                                           
15 Yang dimaksud dengan prilaku isteri disini adalah prilaku yang tidak bertentangan dengan 
ajaran agama 
16Terkait masalah tersebut diatas, lihat Q.S Al-Baqarah ayat 222. 
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Kekerasan ekonomi merupakan kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan 
cara melarang isteri untuk bekerja agar dapat mengendalikan isteri secara 
ekonomi. Jika dicermati kekerasan seperti ini berarti sejak adanya larangan suami 
agar isteri tidak bekerja di luar rumah, pada dasarnya suami sudah memiliki niat 
untuk mengendalikan isteri. Dalam arti bahwa agar isteri berada dibawah kendali 
suami, sehingga apa pun yang dikehendaki suami, isteri mau tidak mau harus 
menuruti suami, apa pun itu. Islam mengecam tindakan seperti ini, karena 
tindakan seperti ini sama dengan berbuat zalim. Karena Islam mewajibkan 
seorang suami untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Jadi tindakan tersebut 
diatas merupakan kejahatan terhadap isteri dari segi ekonomi. Selain itu, suami 
yang tidak bekerja untuk menafkahi isteri, dengan cara menyuruh isterinya 
bekerja dan hasilnya diambil oleh suami merupakan bagian dari kekerasan 
ekonomi. 
Demikian kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan suami 
terhadap isteri. Sebagaimana penulis telah kemukakan bahwa kekerasan merupakan 
kriminal (jarimah), jadi seseorang yang melakukan hal tersebut, maka harus 
dikenakan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam hukum 
Islam adalah sebagai berikut: 
1. Kekerasan fisik. 
Kekerasan fisik adalah merupakan penganiayaan pada tubuh yang dapat 
berakibat, matinya korban, luka atau korban merasa kesakitan. 
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a. Di dalam hukum Islam jika kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang 
yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka hal yang dilakukan 
terlebih dahulu adalah mengidentifikasi apakah penganiayaan yang 
mengakibatkan mati tersebut merupakan kesengajaan, semi-sengaja 
(menyerupai sengaja) atau tidak sengaja.17 Jika pelaku sengaja, maka berlaku 
baginya hukum qishash-diyat. Dalam arti jika pelaku tidak dimaafkan oleh 
wali korban, maka berlaku baginya pidana qishash, jika dimaafkan, pelaku 
membayar diyat, bila diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah 
ta’zir.18 Sedangkan bagi pelaku pembunuhan semi-sengaja, sanksi pidannya 
adalah diyat yang diperberat.19 Lain halnya dengan pembunuhan karena 
kesalahan, pelaku dalam bentuk pembunuhan seperti ini adalah dikenakan 
sanksi pidananya adalah diyat yang diperingan dan membayar kifarat, yaitu 
memerdekakan muslim. Bilamana pelaku tidak dapat merealisasikan ini, 
maka pelaku diwajibkan puasa selama berturut.20 
b. Kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan mati. 
                                                           
17 Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan oleh seorang mukallaf terhadap seorang yang 
darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada galibnya alat tersebut dapat membuat orang mati. 
Pembunuhan semi-sengaja (menyerupai sengaja) adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi 
hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melakukannya (penulis:melakukan penganiayaan), 
tetapi memakai sarana yang pada galibnya tidak mematikan. Sedangkan pembunuhan kesalahan/tidak 
sengaja adalah tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan ia melakukannya, seperti membidik 
binatang, kemudian ternyata mengenai manusia yang terlindugi darahnya sampai ia mati. Lihat. Sayyid 
Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. A. Ali, jilid 10 (Cet. VIII; Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 30, 33 dan 36. 
Bandingkan dengan, Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24. 
18 Lihat. Topo Santoso, Op. Cit., h. 37. 
19 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 34. 
20Ibid., h. 36. 
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Kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan mati atau tindak pidana atas 
selain jiwa21 terbagi atas beberapa macam, yaitu: 
1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya berupa pemotongan 
atau perusakan. Seperti pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, 
merontokkan gigi, kemaluan perempuan, dan lain-lain. Hukuman pokok 
bagi pelaku ini yang disengaja adalah qishahs, penggantinya diyat atau 
ta’zir, sedangkan yang menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah diyat 
dan penggantinya adalah ta’zir.22 
2) Menghilangkan manfaat anggota badan. 
Kekerasan ini hanya mengakibatkan hilangnya manfaat anggota badan, 
sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Terkait masalah ini, 
hukuman pokoknya adalah qishash,23 sedangkan hukuman penggantinya 
adalah diyat. 
3) Asy-Syajjaj, yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.24 
Hukuman bagi tindak pidana seperti ini adalah qishash dan hukuman 
penggantinya adalah diyat ghair kamilah atau irsy atau ganti rugi. 
4) Al-Jirah, yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan 
menghilangkan anggota badan. Tindak pidana jenis ini meliputi 
                                                           
21 Menurut Abdul Qadir Audah, tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan 
menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Lihat. 
Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., h. 179. 
22Ibid., 185. 
23 Pada dasarnya memang sulit pelaksanaan qishash atas tindak pidana ini, namun menurut 
jumhur fuqaha selam hal itu memungkinkan, tetap diupayakan untuk melaksanakannya.Ibid., h. 209. 
24Ibid., h. 213. 
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pelukaan pada leher, dada, perut sampai batas pinggul. Hukumannya 
jika korbannya mengalami luka dalam adalah qishash dan apabila 
qishash tidak bisa dilaksanakan, maka hukumannya adalah sepertiga 
diyat. Sedangkan jika korbannya hanya luka pada bagian luar, maka 
pelaku diqishash, sementara hukuman penggantinya adalah hukumah. 
Terkait masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, 
menurut Imam Malik adalah: 
“Bilamana seseorang mencongkel mata isterinya dengan sengaja, atau 
mematahkan tulangnya, atau memtong jarinya dan lain sebagainya, sedangkan ia 
melakukan kesemuanya itu dengan sengaja, maka ia terkena hukum qishash. 
Adapun sang suami yang memukul isterinya dengan tambang atau cambuk, lalu 
pukulannya mengenai bagian yang tidak diinginkannya sehingga sang isteri 
terluka karenanya, maka sang suami harus membayar diyat akan tetapi tidak 
diqishash.”25 
2. Kekerasan psikis. Di dalam hukum Islam kekerasan psikis lebih luas ketimbang 
dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, kekerasan psikis merupakan hal yang 
juga diharamkan, sebab sebagaimana diketahui syariat turun untuk melindungi 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam Islam yang juga mendapatkan 
perlindungan adalah agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.26 Dari sini dapat 
diketahui bahwa kekerasan psikis dalam Islam juga mendapatkan perhatian 
serius. Misalkan seperti tindakan mencaci, pelaku dapat dikenakan hukuman 
                                                           
25 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 88. 
26 Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Al-Ijtihad: al-Nas, al-waqi’i, al-
Maslahah, terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdar dengan judul Ijtihad: Antara Teks, Realitas dan 
Kemaslahatan Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 74. 
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yang sama. Adapun landasan hukumnya bagi hal ini menurut para ulama adalah 
Q.S Al-Baqarah ayat 194: 
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Terjemahnya: 
“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, 
berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, 
maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.” 
 
Namun, menurut Al-Qurthubiy hukuman bagi pelaku yang mendiskerditkan 
korbannya seperti diatas adalah dipenjarakan di rutan.27 Mengenai waktunya 
dipenjara ditentukan oleh hakim atau penguasa. 
3. Kekerasan seksual yang meliputi memaksa isteri bersetubuh dengan cara yang 
diharamkan agama28. Adapun sanksi hukum bagi pelaku adalah ta’zir, jika 
pelaku (suami) tidak berhenti maka patut diceraikan dengan alasan demikian dan 
jika isteri ridha, maka ia berdosa.29 Sementara bagi suami yang memaksa 
isterinya untuk berhubungan seksual dengan orang lain, menurut hemat penulis 
hal ini merupakan zina. Namun, karena isteri berada di dalam paksaan, maka 
                                                           
27 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 78. 
28 Kekerasan sesksual seperti ini meliputi memaksa isteris bersetubuh disaat sedang ihram 
atau puasa wajib atau isteri sedang haid atau bersetubuh dengan cara yang tidak wajar, seperti 
mendatangi isteri pada jalan belakang. 
29 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit., 237. 
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tidak dikenakan sanksi pidana.30 Hal semacam ini dijelaskan oleh Allah dalam 
Q.S An-Nuur ayat 33, yaitu: 
))B!"J<3G2 F֠L  
O]4^ ֠%֠ 6 #hAiִ ysdGJj 
 , MN   F֠L 
OJ:j ;0a4 G2 7☺ N` %0 
 daִ☺!jM "mw֠  !OP 
N☺0 ys ds/ִ~  
"m" ,8 )*	 I ֠L 
  #  "m-/ " 




/ =#3G f!62 # 
, 7,^m-/ j 	Ou L H, 
!" 7,^m/GHP ⌦_B⌧ \f[ 
X--S   
Terjemahannya: 
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan 
budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah 
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah 
yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. Dan janganlah kamu paksa budak-
budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 
mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. 
Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 
dipaksa itu.” 
Namun, paksaan disini harus memenuhi syarat-syarat paksaan, seperti ancaman 
yang menyertai paksaan berat, apa yang diancamkan seketika adalah seketika 
yang mesti terjadi, orang yang memaksa mempunyai kesanggupan untuk 
melaksanakan ancamannya, pada orang yang menghadapi paksaan timbul dengan 
kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi, serta perkara 
                                                           
30 Lihat sebab-sebab hapusnya hukuman, Ahmad Hanafi, Op. Cit., 353. 
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yang diancamkan adalah perkara yang dilarang.31 Dalam posisi seperti ini isteri 
tidak dikenakan sanksi pidana, adapun suami yang melakukan paksaan tersebut 
adalah turut berbuat tidak langsung terhadap tindak pidana zina.32 Dalam konteks 
ini, suami dikenai hukuaman ta’zir yakni perbuatan pidana yang bentuk dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim), sebab suami disini 
merupakan berbuat tidak langsung.33 
4. Kekerasan ekonomi. 
Di dalam Islam, suami wajib hukumnya untuk menafkahi isteri, baik secara lahir 
maupun secara batin. Jadi nafkah lahir merupakan hak isteri. Tindakan suami 
yang menelantarkan isterinya, baik dengan cara tidak memberikan apa yang 
menjadi haknyamaupun suami mempekerjakan isteri kemudian mengambil 
hasilnya tanpa memberikannya pada isteri merupakan pelanggaran hukum 
dengan cara merampas hak isteri (harta benda). Olehnya itu, terkait masalah 
merampas harta benda ini  menurut Ibn’l-Qayyim pelaku dapat dikenakan 
hukuman ta’zir dengan cara mengambil sebagian dari harta si pelanggar.34 
Namun, sepanjang penelitian penulis terkait masalah kekerasan dalam rumah 
tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di dalam 
hukum Islam tidak diberlakukan sebagaimana hukum positif, baik dalam KUHP 
maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini menurut hemat penulis 
                                                           
31Ibid., 356-357. 
32 Untuk lebih jelasnya terkait turut berbuat tidak langsung, lihat. Ibid., 144. 
33 Sanksi pidana bagi pelaku/pembuat tidak langsung bagi pidana huhud atau qishash adalah 
ta’zir. Lihat. Ibid., 150-151. 
34 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 156. 
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karena pada dasarnya kekerasan suami terhadap isteri terjadi di dalam ruang lingkup 
rumah tangga (institusi perkawinan), sementara perkawinan merupakan ruang lingkup 
hukum perdata (privat). Selain itu pula, jika kekerasan terhadap isteri tidak terlalu 
fatal, umumnya isteri tidak mengadukannya kepada yang berwenang, karena 
berpotensi besar akan membuat retak (perceraian) ikatan perkawinan. Sementara itu, 
perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi umumnya 
penyelesaian kekerasan suami terhadap isteri diselesaikan secara kekeluargaan 
dengan cara dihadirkan mediator.35 
Adapun kekerasan rumah tangga, khususnya kekerasan suami terhadap isteri 
jika dikaji secara kriminologi dengan pendekatan hukum pidana Islam, maka akan di 
dapatkan perbedaan fundamental antara apa yang dipahami oleh hukum Islam dengan 
hukum positif. Hal ini menyangkut faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Allah SWT, 
menyandarkan segala ketentuannya dari syariat. Islam memandang manusia sama 
dihadapan Allah, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Demikian juga jika 
dipandang tentang hakikat manusia itu sendiri. Manusia menurut Islam, terdiri atas 
unsur jasmani dan rohani. Terkait masalah manusia, pada hakikatnya fitrah 
kemanusiaan sama, yakni sama-sama condong kepada kebenaran, kebaikan dan lain-
lain sebagainya. Dalam arti bahwa Islam memandang manusia sebagai khalifah di 
muka bumi. 
                                                           
35 Masalah mediator atau penengah atau hakam ini di dalam Islam diatur dalam Q.S An-
Nisa’/4 ayat 35. Di dalam ayat ini menjelaskan penyelesaian persengketaan antara suami-isteri yang 
masing-masing mengutus hakam dari keluarga. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka jika dikaji dalam tinjauan kriminologi, 
faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya 
kekerasan suami terhadap isteri adalah: 
1. faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya 
pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik 
individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar 
hukum syara’, termasuk melakukan tindakan KDRT. 
2. faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi 
penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. 
Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya 
sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai 
ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. 
Adapun pencegahan bagi perempuan (isteri) yang merupakan korban 
kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri 
ketika akad nikah (Sighat Ta’liq Talaq) dan hak perempuan atas suami untuk 
meminta cerai (Khulu’). Dan yang paling penting adalah suami atau pun isteri ketika 
hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan pencerahan agama tentang 
tanggung jawab suami isteri, yang meliputi tanggung jawab suami terhadap isterinya 
dan sebaliknya. Selain itu, pasangan suami isteri harus mengetahui pula sanksi 
hukum bagi mereka yang mengabaikan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan 
demikian kekerasan dalam rumah tangga akan dapat diminimalisir. 
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Dengan demikian jalan yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan suami terhadap isteri adalah 
kembali kejalan agama. Dalam arti bahwa setiap individu harus meresapi nilai-nilai 
yang terkandung di dalam agama. Karena di dalam agama (Islam) itu terdapat jalan 
yang lurus dan hikmah yang dapat menyempurnakan akhlak manusia, sehingga tidak 
bertindak bertentangan dengan akhlakul kharimah. Sebagaimana tujuan di utusnya 






Adapun yang menjadi kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap isteri, baik dalam hukum 
positif maupun dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut: 
a) Kekerasan fisik 
b) Kekerasan psikis 
c) Kekerasan seksual 
d) Kekerasan ekonomi. 
Namun, ada perbedaan antara bentuk tindak pidana kekerasan suami 
terhadap isteri dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Perbedaan 
tersebut menyangkut masalah luasnya cakupan kekerasan yang 
dirumuskan. Misalkan dalam hukum positif berhubungan seksual dengan 
isteri lewat jalan belakang selama isteri ridha atau tidak dipaksa, maka 
tidaklah termsuk kekerasan, sementara dalam hukum Pidana Islam hal 





dikatakan kekerasan/kejahatan bukan pada korbannya yang ridho atau 
tidak, namun yang menjadi tolak ukur adalah syar’i. 
2. Dampak tindak pidana kekerasan suami terhadap isteri, baik dalam hukum 
positif, maupun dalam hukum Islam, memiliki dampak negatif tidak hanya 
pada korban (isteri), namun juga kepada anak-anak dan lingkungan sosial. 
Pada korban, dampak yang dominan dirasakan adalah goncangan 
psikologis, meskipun kekerasan yang terjadi pada korban bukan kekerasan 
psikologis. Misalkan kekerasan seksual, dampak yang akan di derita 
korban tentunya mengenai pula aspek psikis korban. Selain hal tersebut, 
kekerasan suami terhadap isteri dapat berdampak pada perceraian, 
sehingga dengan demikian anak-anak juga akan menjadi korban. Selain 
anak-anak tersebut, kekerasan suami terhadap isteri juga berdampak besar 
dalam kehidupan sosial, karena hal ini akan memicu pertengkaran antara 
keluarga besar suami dan keluarga besar isteri, serta masyarakat 
(khususnya tetangga) merasa resah dengan insiden tersebut. 
B. Saran-saran 
Adapun yang menjadi saran-saran penulis setelah menyelesaikan karya ilmiah 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada masyarakat, khususnya para suami, maupun isteri agar 
memperdalam pemahaman agamanya, agar dengan demikian terbentuk 






2. Disarankan kepada pemerintah, khususnya lembaga terkait agar maksimal 
dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga 
dengan cara melengkapi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang 
No 23 Tahun 2004 tentang penghapuasan kekerasan dalam rumah tangga. 
Serta melakukan sosialisasi secara maksimal di tengah kehidupan sosial 
terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga (khususnya kekerasan 
suami terhadap isteri). 
3. Selanjutnya para pakar hukum Islam dapat mengembangkan hukum Islam 
dengan cara berijtihad terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah 
tangga, agar hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman di dunia 
kontemporer. Sebab hukum Islam yang menyinggung masalah kekerasan 
dalam rumah tangga, menurut hemat penulis belum terlalu gamblang 
menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan, 
sehingga para pembuat Undang-Undang yang hendak mengaktualisasikan 
hukum Nasional dengan cara eklektisisme hukum umum dan hukum Islam 
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